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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui AnalB&ngelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Di Desa Rahadopi kecamatan Kabaena kabupaten Bamiadnun anggaran 2017-2019
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalalli&is Deskriptif kualitatif, penelitian
ini dilakukan di desa Rahadopi kecamatan Kabaebagaten Bombana sulawesi tenggara.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-April PO2Hasil penelitian yang diperoleh
menjelaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana DesaDJABI desa Rahadopi belum
sepenuhnya terlaksana hal ini diakibatkan karermatesnya sumber daya manusia aparatur
pemerintah desa, terbatasnya kualitas dan kuangiaasna perkantoran dan kurangnya
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desaabisai oleh bertepatan dengan musim
panen cengkeh dan musim penghujan. Dalam hal peagel keuangan desa telah sesuai
dengan ketentuan permendagri nomor 113 tahun 2014.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Pengelolaan K euangan Desa.

ABSTRAK

The research aims to look at analysis for managéemievillage fund allocation (ADD) in the
village of Rahadopi sub-district Kabaena distriotthe 2017-2019 budget. The method used
in this study is a qualitative descriptive analydiy the village of Rahadopi sub-district
Kabaena sulawesi southheats. This study was coediuntmarch of april 2020, with the
result that the development of the Village’s Alloma of Funds (ADD) has not yet been fully
realized, because of the lack of human resourceger@ment officials, small quality and
guantity of office facilities and less public paigiation in village development as a result of
coincides with the harvest of cloves and monso@sase In terms of village financial
management, as per house law number 113 for 2014

Keyword: Village Allocation Of Funds, Village Financial Management.
1. PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun Z0dtang Desa merupakan sebuah

produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kefin@m desa dalam menyelenggarakan
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pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuanganMesgingat dana yang diterima oleh
desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkatapsetahunnya, maka dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kawadgsa, dibutuhkan kapasitas
aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yantadai agar pelaksanaannya menjadi
lebih terarah dan akuntabel.

ADD adalah salah satu bentuk hubungan keuangarkatingemerintahan kabupaten
dengan pemerintahan desa. untuk dapat merumuskamdan keuangan yang sesuai maka
perlu pemahaman mengenai kewenangan yang dimdikigpintah desa.

Artinya Anggaran pemerintah yang diberikan kepadaad sepenuhnya adalah untuk
fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sedadgjaisatu lembaga yang andil dalam
format kepemerintahan. dana tersebut harus digmndéa dialokasikan sesuai dengan UU
dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan petaérimdonesia, sehingga dengan ADD
tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa.

Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 tentang desapaadh 1l dijelaskan Desa merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas afilagang mempunyai wewenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyasatempat memiliki kepentingan
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usulhaatradisional yang telah diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kes&egublik Indonesia.

Hak dan kewenangan yang dimiliki oleh desa gunagwoi@h serta mementingkan
warganya di berbagai bidang yakni melayani, menmgaerta memberdayakan masyarakat.
Pemerintahan di desa memiliki peranan yang dipardukli segala bidang kehidupan
masyarakat serta pemerintah desa memberikan inbaagi sehingga pembangunan dapat
terwujud dengan utuh.

Keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah desa pargsal dari pemerintah pusat yaitu
desa itu sendiri yang merupakan ujung tombak osg@ni Keadaan tersebut yang
menyebabkannya adalah desa sangat berbaur kepadgarakat sehingga program
pemerintah terlaksana dengan cepat.

Pengelolaan keuangan desa sebagai penyelenggarariqtam desa tidak hanya
mengelola dana desa yang bersumber dari APBD selangelola dana transfer dari pusat,
pemerintah desa juga mengelola ADD bagi hasil pajak retribusi daerah, bantuan
keuangan provinsi serta PADes. Secara regulatif uaerkeuangan desa ini akan

terdokumentasi dalam bentuk APBDes. yang pengelolsma mengikuti berbagai petunjuk
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peraturan perundang-undangan, ini artinya pemérirdasa tidak lagi asal mengelola
keuangan desa.

Merujuk pada permendagri No.113 tahun 2014 pasaiat 6 untuk mengelola keuangan
desa dapat dilihat dari seluruh aktivitas yakni eneanakan, melaksanakan, menata usaha,
melaporkan, serta mempertanggungjawabkan keuarggsm Berencanaan merupakan suatu
batasan yang perlu dipahami bersama dengan saelgs karena syarat dasar bagi
pengelolaan keuangan ialah perencanaan. Ketiga naokutersebut adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Remtajam Pemerintah Desa
(RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja @&&Des).

Terdapat beberapa masalah atau fenomena yangi @gjach mengeloldinancial desa
yakni, terbatasnya aturan, berupa kemauan baik wmawgganya kemauan politik dari
pemerintahan dengan mengadakan peraturan, khusosmygenai desa yang mana kepala
desa serta perangkatnya tidak mampu untuk membd&dlam UU desa baik dalam
peraturan daerah maupun peraturan bupati tidak ndakilanjuti dalam memerintahkan
turunan peraturan. Salah satu contohnya belumpatqeeraturan bupati terkait perencanaan
desa. Dalam permendagri No.114 tahun 2014 padarB8it perkembangan desa. Sedangkan
permendes No. 1 tahun 2015 pasal 18 terkait pamatbupati yakni berupa wewenang
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokakdlardesa, peraturan bupati mengenai
tata cara penggunaan dana APBN tahun 2016 sestatu@n menteri desa No.21 tahun
2015 pasal 11 tentang tujuan penggunaan angganan 2016. Kedua, tidak ada anggaran
untuk membiayai penyusunan desain dan RAB. Sefajrinsentif untuk tim (PTPKD juga
tidak ada, termasuk TPK desa. Padahal mereka apafatpelaksana teknis. Sukses tidaknya
pengelolaan keuangan desa terletak pada kontniergka. Pengabaian atas jasa mereka bisa
jadi masalah bagi pemerintah desa sendiri. Ketigmangnya kapasitas dan personalia.
Pengelolaan keuangan desa tidak hanya mengandalkaa kepala desa dan perangkatnya.
Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholderg yata di desa. Apalagi desa saat ini telah
mengelola dana yang jumlahnya sangat besar. UtiukDesa perlu memiliki orang yang
mahir agar membantu dalam menyusun Rencana Pemmznglangka Menengah Desa
(RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPBResgjan Anggaran Belanja (RAB)
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dari fenomena diatas, maka penulis mengambil tearelfian “Analisis Pengelolaan

Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Rahadopi Kecami&traena Kabupaten Bombana”.
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2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Desa

Merujuk pada UU No.6 tahun 2014 mengenai desa dikab bahwa pemerintah desa
merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan elentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan negara kesatuan repobtbkesia.

Menurut Awang, (2010:60) pemerintah desa secar@rigsdibentuk oleh masyarakat
desa dengan memilih beberapa orang anggota maayarakg dipercaya dapat mengatur,
menata, melayani, memelihara dan melindungi bertzespek kehidupan mereka.

Pemerintah desa adalah salah satu bagian pemarintasional dimana pelaksanaannya
tertuju pada desa. Dalam peningkatan kualitas hidugsyarakat yang mana usaha
masyarakat desa dapat dikolaborasikan bersama peaterintah merupakan suatu tindakan
dari pemerintahan desa.

2.2 Alokas Dana Desa

Sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa AlokasiaDDesa (ADD) merupakan
bagian dari dana perimbangan yang diterima kabofiat&a paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dalam anggaran pendapatan dan belanjahd@®P8D) setelah dikurangi dana
alokasi khusus (DAK).

2.3 Pengelolaan K euangan Desa
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No0.113 tah@i42tentang pengelolaan
keuangan desa yaitu semua aktifitas yakni mereReanamelaksanakan, menata usaha,

melaporkan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

2.4 Anggar an Pendapatan Belanja Desa
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 TahuM2entang Pengelolaan Keuangan
Desa pasal 8 menyebutkan bahwa Anggaran PenddpataBelanja Desa (APBDes) Terdiri
Atas :

1. Pendapatan Asli Desa

2. Belanja Desa

3. Pembiayaan Desa
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3. METODE PENELITIAN
3.1Lokas Penelitian
Tempat dalam penelitian ini dilakukan didesa ralpadecamatan kabaena kabupaten

bombana.

3.2 Popukasi dan Sampel

Menurut Margono, (2010:118) populasi adalah selutata yang menjadi perhatian kita
dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita teartu Sesuai dengan permasalahan yang
dibahas maka Populasi dalam penelitian ini adala@sydrakat Desa Rahadopi Kecamatan
Kabaena Kabupaten Bombana.

Menurut Margono, (2010:121) mengemukakan bahwa shagalah sebagai bagian dari
populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepddgsa dan Aparat desa Rahadopi

kecamatan Kabaena kabupaten Bombana.

3.3 Jenisdan Sumber Data
Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuiflitadata yang berbentuk kata-

kata/kalimat). Menurut sugiyono, (2010:13-15) datalitatif adalah data yang berlandaskan
pada filsafat postpositivismeyaitu pendirian yang kritik dan memperbaifbsitivisme
sementara. Data kualitatif yaitu data berupa gaambamum dan struktur organisasi. Adapun
data kualitatif dalam penelitian ini adalah dengara mengumpulkan data-data sesuai
dengan yang sebenarnya kemudian data-data terdimsun, diolah dan dianalisis untuk
dapat memberikan gambaran mengenai masalah yangSadzber data yang digunakan

dalam penelitian ini meliputi data primer dan dsg&aunder.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Sugiyono, (2015:204) Observasi adalah kegiatan p&amupenelitian terhadap suatu
objek.

Menurut Arikunto, (2013:199) wawancara adalah tekpengumpulan data yang
dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan sedaaa bamun tetap berada pada pedoman
wawancara yang sudah dibuat.

Dokumen dan Arsip Merupakan informasi yang beriskuinen tertulis, gambar, serta
data statistik maupun tulisan ilmiah yang sebelummengenai pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD).
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3.5Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitiaryaiiu deskriptif kualitatif yang mana
dapat diuraikan dan dijelaskan dengan kata, seti klantitatif ataupun kualitatif didapat
dari hasil penelitian tersebut sehingga penyajiatard/a dalam bentuk tabel, skema dan

narasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum L okas Penelitian
a. Sgjarah Desa Rahadopi
Sejak tahun 1962 Desa Rahadopi secara administersipakan sebuah desa definitif
di Kecamatan Kabaena, dimana pada tahun 1962 Ke¢aardabaena terdiri dari 9 desa
diantaranya: Desa Teomokole, Desa Rahadopi, Ddsai,SDesa Tedubara, Desa
Lengora, Desa Dongkala, Desa Balo, Desa Talag®daa Batuawu.
b. Vis dan Misi
Visi adalah gambaran yang menantang masa depandihatapkan dengan melihat
potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi DebadBpi ini dilakukan dengan
pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihakg/aerkepentingan di Desa Rahadopi
seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakatpfigkgama, LPM, serta satuan
kerja di wilayah pemerintah kecamatan. Sehubungangah potensi desa yang
dominan pada saat ini adalah di bidang Perikanan mplakebunan maka rumusan
“VISI " Kepala Desa Rahadopi adalah:"MENINGKATKANIASYARAKAT DESA
RAHADOPI YANG  SEJAHTERA, MANDIRI, PROFESIONAL DAN
BERTANGGUNG JAWAB”
Misi desa Rahadopi adalah :
1. Meningkatkan pembangunan di bidang sosial ekonkasehatan dan pertanian.
2. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikkanketerampilan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakatetaarmmtah lokal.
4. Meningkatkan peran masyarakat khususnya generasila mdalam proses
pembangunan desa di segala bidang.

5. Peningkatan sumber daya pertanian melalui pelatharpenyuluhan.
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4.2 Hasil Analisis Data

A. Alokas Dana Desa Rahadopi
Pemanfaatan Anggaran yang ada di desa Rahadopm&tna Kabaena kabupaten
Bombana guna melaksanakan aktivitas dalam pembanghisa ditinjau dari sejauh
mana aktivitas tersebut dilakukan agar sejalan alengesepakatan rencana pada
musrenbang.

Desa Rahadopi memperoleh Alokasi Dana Desa (ADDaindari tahun 2013 sampai
sekarang, Di Tahun 2017 jumlah Alokasi Dana Dedal¥funtuk desa Rahadopi sebesar
Rp. 389.602.000 selain pembangunan rabat halamdangeposyandu menggunakan
anggaran ADD senilai Rp. 16.400.000 ADD di desad®abi tidak lagi digunakan untuk
kegiatan pembangunan desa karena dananya tidak ukugmc untuk melakukan
pembangunan infrastruktur,Alokasi Dana Desa (ADDJea Rahadopi hanya digunakan
untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintdhinhalapat dilihat dari rincian
keberhasilan yang telah dicapai desa Rahadopi tAhggaran 2017.Alokasi Dana Desa
(ADD) di tahun 2018 sebesar Rp. 413.897.162 sd&daianda mayat 1 unit menggunakan
anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2800Alokasi Dana Desa (ADD)
digunakan untuk Kkegiatan bidang penyelenggaraan epetah dan pembinaan
masyarakat, hal ini dapat dilihat dari rincian kdlasilan yang telah dicapai desa
rahadopi tahun anggaran 2018. Tahun 2019 anggdmkas\ Dana Desa (ADD) untuk
desa Rahadopi sebesar Rp. 449.530.000 anggarselam digunakan dalam kegiatan di
bidang penyelenggaraan pemerintah dan bidang paarbimasyarakat anggaran ini juga
digunakan dalam pembangunan rehab rumah tidak layak 2 unit dengan anggaran
sebesar Rp. 64.196.000, bidang pembangunan dedaddary pemberdayaan perempuan
perlindungan anak dan keluarga 1 kali menggunakagaan sebesar Rp. 10.000.000
dalam bidang pemberdayaan masyarakat, hal ini ddiflaat dari rincian keberhasilan
desa rahadopi tahun anggaran 2019.Alokasi Dana DQ&Bd) di desa Rahadopi
kecamatan Kabaena kabupaten Bombana setiap tamgalami peningkatan.

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Rahadopi

Pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalamedoana kerja, yakni RPJM dan
RKP guna dalam membangun desa dipercepat sertakalkitan pada pendanaan
perimbangan keuangan pusat maupun daerah yangnhétbdlokasi Dana Desa,

sehingga masyarakat desa lebih mandiri serta keseg@nnya meningkat.
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Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, tentanggbelaan keuangan desa
mengatakan bahwa, pengelolaan keuangan desa akesshuruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahelapopan dan pertanggungjawaban

keuangan desa.

4.3 PEMBAHASAN

Pembangunan merupakan milik seluruh warga negatmpspembangunan membutuhkan

biaya untuk pelaksanaannya. Ketimpangan pembangdnandonesia telah mendorong

pemerintah pusat untuk lebih membangun desa baiksdgi fisik maupun manusianya.

Langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah saaad@alah dengan mengalokasikan Alokasi

Dana Desa (ADD) untuk pembangunan dan pemberdayasgarakat di desa-desa.Alokasi

Dana Desa (ADD) di desa Rahadopi telah sesuai desgaestinya. Program alokasi dana

desa telah dialokasikan demi kemakmuran masyadasat Rahadopi.

Dalam melaksanakan program pemerintah desa Rahteidghg Alokasi Dana Desa (ADD)

dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masihakaeydapat beberapa program yang

belum terlaksana sesuai dengan harapan, sehinggin mda tujuan yang masih belum

tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena dalastakpanaannya dijumpai beberapa

hambatan diantaranya:

1. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia apaemgrintah desa dan potensi
sumber pendapatan asli desa.

2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana perkamtor

3. Terbatasnya waktu dalam penyelesaian pekerjaan.

4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangulesa yang disebabkan karena

bertepatan dengan musim panen cengkeh dan musghygan.

5. KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian dengan melihat dat-dan keterangan yang diperoleh
dari kepala desa dan Perangkat desa di desa RaHam@matan Kabaena kabupaten
Bombana yang telah diuraikan dan dibahas pada idgigian sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan diantaranya :
1. Alokasi Dana Desa yang dikelola yakni dalam meseakan, melaksanakan,
menata usaha, melaporkan serta mempertanggungjanahlokasi dana desa yang

dikelola oleh pemerintahan di desa rahadopi kecamkdbaena kabupaten bombana
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sudah sesuai pada aturan permendagri No0.113 tabiluh t2rkait keuangan desa
yang dikelola. Namun pada pelaksanaannya masitmbeftimal. Hal ini dilihat
dari Pengelolaan ADD pada tahun 2017 sampai 208hnaala Beberapa program
yang belum terlaksana sesuai dengan harapan.

2. Hal yang berpengaruh dalam pengelolaan ADD diadBahadopi meliputi.
Terbatasnya kemampuan SDM aparat pemerintah desadatasnya sarana
perkantoran, terbatasnya waktu dalam penyelesaikgrjpan dan kurangnya tingkat

partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka saram diajukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. ADD dikelola sendiri pemerintah desa maka harus emjpnakan dan
dipertanggungjawabkan dengan baik untuk masyarakgtr lebih sejahtera yakni
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sestaiae

2. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan untupatlanemperluas lokasi penelitian di
beberapa tempat dan menambah variabel peneliting gkan diteliti sehingga dapat
dibandingkan dengan hasil penelitian yang ditemueareliti sebelumnya.

3. Setiap pengelolaan keuangan desa harus disesudékmyan prosedur dan telah diatur

oleh undang-undang.
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